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Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada fingkat periama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
Penetapan |sbat Nikah antara:

Dachlan bin H. Adam, umur 57 tahun, agama |slam, pendidikan terakhir
SLTA pekerjaan PNS [ Dinas PU Kab. Bima), tempat
kediaman di RT.001 RW. 001 Kelurashan Rontu
Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai Pemohon |,

Naima binti Abubakar, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di
RT.001 EwW. 001 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota
Bima, sebagai Pemochon II;

+» Pengadilan Agama tersebut,

s Talah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

« Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon | dan Pemohon Il di muka

sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang , bahwa Pemohon dalam surat Fermochonannya tertanggal

01 Pebruari 2016 telah mengajukan permohon telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA BM, tanggal 01

Pebruar 2018, mengajukan dalil-dalil sebgai berikut :

1. Bahwa Pemchon | dengan Pemohon | adalah suami isti yang telah
melangsungkan pernikahan secara syariat lslam  yang dilangsungkan.
pada tanggal 20 September 1975 di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba,
Kota Bima dengan status Pemohan | adalah jejakan dalam usia 17 tahun
dan pemohon || adalah perawan dalam usia 17 tahun dan yang bertindak
sebagai saksi nikah ,
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Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemochon |
dengan Pemohaon |l adalah Abubakar (al marhum) ayah dart Pemaohon |l
dengan mahar berupa 2 gram emas dibayar tunai dan yang bertindak
sebagai saksi-saksi
|. Ahmad bin Abdullah:

II. A.M4jid bin Arsyad;

3. Bahwa Pemohon | dan Femochon Il pada saat melangsungkan perkawinan
tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada
halangan menikah secara undang-undang dan syariat agama Islam;

4, Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon | dengan
Pamohon |l bertempat tinggal di  Kelurahan Raontu Kecamatan Haba
Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing
bemama: 1. Ismail (L) umur 25 tahun 8 bulan 2. Rukmini (P}, umur 25
tahun 5 bulan 3. M. Zaidin (L}),umur 20 tahun 5 bulan 4. Satinah (F) umur 3
tahun 3 bulan;

5. Bahwa, atas pemikahan Pemohon | dan Pemohon I tersebut hingga saat
ini tidak ada orang yang merasakan keberatan dan pula Pemohon | dan
Pemohon Il masih beragama islam.

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan Akta
Nikah, karena pemikahan para pemohon lidak terdaftar di Kantor Urusan
Agama setempat sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah
untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak
dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membenatk-benatk
Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Termohoen sering
memukuli Pemohon /Termohon sering menyatakan akan mence raikan
Pemohon;

7. Bahwa atas hal tersebut maka Pemohon | dan Pemohaon I mohon agar
memberi izin kepada Pemohon [ dan Femohon |l untuk mencatatkan
perkawinan Pemochon | dengan Pemohon || pada Kantor Urusan Agama
setempat;

8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersbut para pemohon memahan Kepada
Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut;
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DALAM PETITUM;

A, Primer

1. Mengabulkan Permahonan Pemohon | dan Pemohon |l

2. Menyatakan sah pemikahan Pemohon | (Dachlan bin Adam ) dengan
Pemohon Il {Naima hinti Abubakar) yang dilangsungkan pada tanggal 20
Septemper 1975 di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima |

3. Memerintahkan kepada Pemchon | dan Pemohon |I untuk mencatatkan
perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat,

4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adinya berdasarkan

pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah diletapkan, para
Pemohon telah hadir di persidangan,

Bshwa, Pemochon | dan Pemchan Il sudah tidak melanjutkan
perkaranya karena Pemohon | dan Pemohon Il temyata telah memiliki Akta
Mikah sehingga Pemohon | dan Pemohon |l menyatakan mencabul kembali
perkara yang telah diajukan oleh Pemohan | dan Pemohon Il tersebut |

Bahwsa untuk mempersingkat uaraian Putusan ini maka segala hal
ikhwal vang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan
satu kesatuzn dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon | dan Pemohon il
adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa, Pemohon | dan Pemohan Il sudah tidak ingin
melanjutkan perkaranya Kkarena sudah memiliki Akta Nikah sehingga
Pemahan | dan Pemohan Il menyatakan mencabut kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa para permohon Pemohon | dan Pemohon
Il tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa meskipun permohon Pemohon | dan Pemohon |l

dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan
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lermasuk  dalam bkidang perkawinan, maka sesuai Pasal B9 ayat (1)
Undang-undang MNomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2008,
dan Undang-undang Momor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat
dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-uandangan yang
berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETA PK AN
Mengabulkan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0018/Pdt.F/2016/FPA.BM tanggal 01 Pebruari
2016 dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemaohan sejumlah
Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari ini Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 M. bertepatan
dengan tanggal 14 Jumadhil Awal 1437 H. oleh kami Drs. H. Mukhtar,
5H,.MH,. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi cleh Mulyadi, 5.Ag.
dan Drs. Rustam. masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Maryam, BA

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota, Kefua Majelis
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Dm. . Mukhtar, 5H,.MH,.
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Perincian biaya perkara :

Panitera Pengganti,

1. Biaya Pendaftaran

Ep.

2. Biaya Proses

Rp.

3. Biaya Panggilan

Rp.

Rp.

4, Biaya Redaksi

Rp.

5. Biaya Materai

30.000,-
£0.000 -
140.000 -
5.000.-

6.000,-

Rp.

Jurmlah
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